
BI'PATI KOIIAWE SEI.ATAII
PROVII|SI SUI,,AWEAI TEI|GGARA

PERATT RAX BIrptTI KOI|AWE SEIltTAIt
r{ofoR : 62 TAHITn 2016

TEIITAITG

XTDI'DI'XAIT, SUSUITAIT ORGAITISASII, TUGAS DAIT I'I'I| GSI,
SERTA TATA XER^'A DINAS PEIIA,IIAUAI| TODAL

DAIT PELITYAIIAN TERPN'U SATU PIIITU
I(ABUPATEIT KONAWE SELATAJT

Menimbang

Mengingat

DETfrAN RAEMAT TI'I]AN YATIE UAEA DsA

BI,PATI KOITAWE SELIITAIT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah,
perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tlrgas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 426T1;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor g2,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Irmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8

Tahun 2016 tentar:g Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8),

MEMUTUSKAN :

PERATT'RAN BI'PATI TEIYTA,ISG KTDT'DT'KAIT, SUSUITAIT
ORGAIISASI, TUGAS DAN TUI|GSI, SERTA TATA XER.'A
DINAS PEXAITA}IAIT }IODAL DAlt PELAYAI|AN TERPADU
SATU PIITTU KABT'PATEN KOIfAWE SELIITAN

BAB I
IIEf,ENTUAIT I'TUU

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan;
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7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau

kegiatan teknis penunjang tertentu;

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut

UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau

kegiatan teknis penunjang tertentu;

9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;

12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakaa oleh daerah sesuai dengan

potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II
BENrUrq rouEnxLATIrR DAr TIPE

PERAITGI{AT DAERTII

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan

pemerintahan bidang penanaman modal diwadahi dalam

bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adaJah Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.

(2) Penentuan tipe Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang penanErman modal.

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat l2),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB III
IITDT'DI'XAIT I'AI| SUST'ITAIY ORGAIYISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 6

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang penanaman modal.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu menyelenggarakan fungsi :

Pasal 5

(l) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.
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a. Membantu Bupati dalam perumusan, pelaksanaan dan

penyelenggaraan kebljakan dan standardisasi teknis

Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan

pelayanan perijinan, non perijinan dan secara terpadu;

b. perumusan dan penyiapan kebiiakan di bidang Penanaman

Modal dan pelayanan perijinan, non perijinan secara

terpadu;

c. perumusan dan penyiapan kebijakan di bidang Perijinan

Jasa Usaha;

d. perumusan dan penyiapan kebljakan di bidang pelayanan

umum dan pengaduan;

e. perumusan dan menyiapkan kebijakan di bidang

penanaman modal;

f. perumusan dan penyiapan kebljakan di bidang administrasi

dan ketatausahaan yang meliputi : kepegawaian, urusan

rumah tangga, keuangan dan umum;

g. inventarisasi dan mempelqiari perudang-undangan,

pedoman, petunjuk dan kebijakan teknis serta bahan-

bahan lain yang berhubungan di bidang pelayanan

perijinan, non perijinan dan penanaman modal secara

Terpadu;

h. inventarisasi, meneliti serta mengolah data dan informasi

yang berhubungan dengan bidang Pelayanan perijinan, non

perijinan dan penanaman modal secara Terpadu;

i. penyusunan Program Ke{a dan Rencana Kegiatan di bidang

Pelayanan perijinan, non perijinan dan penanaman modal

secara Terpadu;

j. penjabaran Program Kerja Badan Perijinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Konawe Selatan;

k. pen1rusunErn kebijakan pemeliharaan dan pengelolaan

aset/ sarana;

l. memimpin pelaksanaan tugas kegiatan;

m, mendistribusikan tugas pada bawahan;

n. penjelasan serta memberikan arahan tentang garis

kebijakan pelaksanaan tugas kepada bawahan dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

o. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/Unit Kerja lain;

p. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kepada bawahan;
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q. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kinerja;

r. pemberian saran pendapat dan pertimbangan kepada

atasan; dan

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

penanaman modal;

b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan

aset daerah;

c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau

perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan

d. pembinaan administrasi org€rnisasi dan tatalaksana pada

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan,

terdiri atas :

a. Kepa.la Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi

Penanaman Modal;

d. Bidang Pengendalian Pelalsanaan Penanaman Modal

dan Informasi Penanaman Modal;

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan;

f. Bidang Pengaduan, Kebiiakan dan Pelaporan Layanan;
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g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan

sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN flINGSI

Bagian Kesafii
Kepala Dinas

Pasal 1O

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi

Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan

pelayanan perijinan, non perijinan secara terpadu.

BagianKedua
Sekretariat

Pasal 11

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan memberikan

pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di

lingkungan Dinas Penanaman Modd dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan perencanaan program dan anggaran,

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta

pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;

b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan

perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan

keuangan;

c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan

kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan

pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan

dokumentasi;
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d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan

jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil

Negara;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Program dan Keuangan;

b. Sub Bagtan Umum;

(2) Sub Bagan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi

Penanaman Modal

Pasal 15

(f) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi

Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan

membantu seb"gm tugas Kepala Dinas dalam menangani

Pasal 14

(1) Sub Bagran Program dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan

Ernggaran, perrantauan, eva-luasi dan pelaporan

pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi

penylapan dan pelaksanaan kerjasama, pengelolaan dan

penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan,

perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan

akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan

tanggapan pemeriksaan.

(2) Sub Bagran Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan

surat men3rurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi,

pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan,

pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perPustakaan,

informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi

kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi

kinerja Aparatur Sipil Negara.
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perencanazrn, pengembangan iklim dan promosi penanaman

modal.

(2) Bidang Perencanaan, Pengembangan lklim dan Promosi

Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan

Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkajian, penJrusunan dan pengusulan rencana umum,

rencErna strategis dan rencana pengembangan penanaman

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun

wilayah;

b. Pengkajian, pen5rusunan dan pengusulan pengembangan

iklim pen€rnaman modal mencakup deregulasi dan

pemberdayaan usaha lingkup daerah;

c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi

penanamErn modal;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

(1) Bidang Perencanaan, Pengembangan lklim dan Promosi

Penanaman Modal terdiri atas :

a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;

b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

c. Seksi Promosi Penanaman Modal;

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan

Promosi Penanaman Modal.
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Pasal 18

(1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas

Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan

rencana umum, rencana strategis dan renc€rna

pengembangan penanurman modal lingkup daerah

berdasarkan sektor usaha Dan pengumpulan data, analisis
dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan
rencana pengembangan pen€rnaman modal lingkup daerah

berdasarkan wilayah.

(2) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai

tugas Melakukan pengumpulan data, analisis dan
penrusunan deregulasi/kebtakan penanaman modal
lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah Dan

Melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang

penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan

badan usaha melalui kemitraan dan daya saing

berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

(3) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas

Melakukan perencanaan promosi penanaman modal

berdasarkan sektor usaha dan wilayah Dan Melakukan
promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan

wilayah.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan

Informasi Penanaman Modal

Pasal 19
(l) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan

Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu

sslqgrzm tugas Kepala Dinas dalam menangani

pengendalian pelaksanaan penanarnan modal dan informasi

penzrnaman modal.

(2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan

Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.



Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal

berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan

kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan

kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian

permasalahan penanaman modal;

c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem

informasi penanaman modal dan pengolahan data

penanaman modal;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan

Informasi Penanaman Modal terdiri atas :

a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelalsanaan

Penanaman Modal;

b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;

c. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi

Penanaman Modal.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal.

PasaJ22

(l) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal mempunyai tugas Melakukan

pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan

sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan

perusahaan penErnaman modal sesuai ketentuan kegiatan

usaha dan peraturan perundang-undangan Dan Melakukan

pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan

penanaman modal.

- 11-



-t2-
(2) Seksi Pembinaan Pelaksalaan Penanaman Modal

mempunyai tugas Melakukan pembinaan pelaksanaan

penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah

Dan Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan

penanaman modal lingkup daerah.

(3) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman

Modal mempunyai tugas Melakukan pengolahan data dan

pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal

Dan Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem

informasi penanaman modal.

Bagian Kelima
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 23
(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan

Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan membantu
sebagran tugas Kepala Dinas dalam menangani
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

(2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa,

memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan,

menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan,

mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan

nonperizinan;

b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa,

memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan,

menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan,

mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan

nonperizinan;
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c. Melaksanakan, merencanalan, mengolah, memeriksa,

memverifikasi, mengidentilikasi, mengkoordinasikan,

menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan,

mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan

nonperizinan;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizrnan dan

Nonperizinan terdiri atas :

a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I;

b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II;

c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III;

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan.

Pasal26

(l) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai

tugas Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan nonperizinan, Merencanakan penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan nonperizinan Dan

Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan nonperizinan.

(2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai

tugas Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan nonperizinan, Mengolah penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan nonperizinan Dan Mengidentilikasi

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

(3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai

tugas Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan nonperizinan, Memeriksa dokumen/berkas pemohonan

pelayanan per2inan dan nonperizinan Dan Memverilikasi

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
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Bagian Keenam
Bidang Pengaduan, Kebijalan dan Pelaporan Layanan

Pasal 27

(1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

mempunyai tugas melaksanakan membantu sebagian tugas

Kepala Dinas dalam menangani pengaduan, kebija-kan dan

pelaporan layanan.

(2) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud datam

Pasal 27, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan,

mengumpulkan, merumuskan, mengidentilikasi,
memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi,

memonitoring, merancang, men]rusun, menindaklanjuti,

mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan

informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;

b. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan,

merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi,

merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan,

mengolah, memimpin, mengsimplffikasi, mengsinkronisasi,

mengevaluasi, memonitoring pen5rusunan kebijakan,

hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta

sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam

penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

c. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan,

mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis,

mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring,

mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan,

merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP)

mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan

data, mendokumentasikan, memetakan layanan,

pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan
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layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan

layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan men5rusun

data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan
te{angkau, murah, transparan serta terciptanya produk
layanan yang efesien dan efektif;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

terdiri atas :

a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;

b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;

c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan L,ayanan.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Pengaduan, Kebljakan dan pelaporan

layanan.

Pasal 3O

(1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas

Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan
konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan nonperizinan, Menyiapkan dan

mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi
layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

nonperizinan Dan Mendokumentasikan dan mengarsipkan
penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan.

(2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan l,ayanan mempunyai

tugas Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan

advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan

nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat,

Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi

layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan

nonperizinan Dan Menganalisis bahan-bahan kebljakan
(peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi



regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa

pelayanan perizinan dan nonperizinan.

(3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai

tugas Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi;

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar

layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan

perizinan dan nonperizinan, Merencanakan penyusunan

data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan,

pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,

SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan

nonperizinan Dan Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan

data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan,

pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,

SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan

nonperizinan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

(l) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis

dinas secara operasional di lapangan.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha

dan Jabatan F\ngsional yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi

serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah

dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi

Tenggara sebagai wakil pemerintsh pusat.

- 16-
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Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang

terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi

dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tlrgas dan

Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bogian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

(l) Kelompok Jabatan F\:ngsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai bidang keahtiannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

(4) Jenis Jabatan F\rngsional sslagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 33
Kelompok Jabatan F\rngsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.
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BA.B V
TATA KER.'A

Pasal 35

(l) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi
lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas
masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-

masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan
Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan

melekat.

Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugiawab

pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.
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Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 4O

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala

Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat

berkala.

Pasal 42

(l) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan

tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala

Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi

tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-

masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada

pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB VI
KEPATGKATAIf , PBI|GANGNATAI| , ESEII)ilISASI I'AIT

PETBERHEIYTIAIT DAI,Atr JABATAN

Pasal 44

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural dilingkungan Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe

Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-

undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas

usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan

eselon IIb.

(4) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan

eselon IIIa.

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan

merupakan jabatan eselon IIIb.

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu

Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVa.

(7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Konawe Selatan diangkat dan diberhentikaa oleh Bupati
atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang

ditetapkan oleh Pemerintah.
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BAB VII
PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati

Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang T\rgas Pokok

dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan

ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
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